SALINAN

Menimbang

Menginaat

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 217/0/2000
> TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAN
TAHUN PELAJARAN 1999/2000

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

babwa untuk menunjang pelaksanaiun wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan o

tampung, bagi lulusan Sckolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu me IlLl:lM T1ES
pembukaan dan penegerian sckolah tahun pelajaran 199972000

i~

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Nu-

Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lestaran Neaars Republik Tndoneia
Nomar 3390);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 l'Lnlsm'.' Pendidikan Prasckolah (Lembaran Negii

Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3"1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi
Nomoar 3411);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tenting Pendidikan Dasar (Lembaran Negioa
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor '56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indencsia

Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1904

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran | Mo
Republik Indonesia Nomor 3763);
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Peraturan Pemerintah Nomor 29 Taliin 1990 u:nlnng Pendidikan Menengah (Lembarim iHesorn
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Tndoreri
Nomor 3413) sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Pemerintall Nomar §6 Tabun 100s
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomaor 91, Tambalan Lembiran Megar
Republik Indonesia Nomor 3764); -

Peraturap Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negira
Republik Indonesia Tahun TQQI Nomaor 94, Tambahian Lembaran Neparn Republik Indon.aia
Nomor 3460);

Keputusan Presiden Republik ]ndonLSIa Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sehagaimana telah dinhah ternkair
dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 1999,

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000 mengenai pembentuiin
kabinet periade tihun 1999 - 2004;

IKeputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomm 02967071975 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0295/0/1978 wentang Susunan Qrgansisasi
dan Tata Kerja Sekolal Luar I-}iaéu;

Reputisan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor  034/0/1997 tentang Perubalan

Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SL'TP, sebagaimana tchih

diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nompr 183/0/2000;

Keputusan Menteri Pendidikan «dan Kebudayaan Nomor  035/0/1997 ientang DPeruhshan
Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU., sehagaimana olah
diubah dengan Kepuwsan Menteri Pendidikan Nagional Nomor 0907072000,

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor — 036/0/1997 (entang Perubahan
Nomenklatwr SMICTA menjadi SMK seria Organisasi dan Tata Kerja SMK, sebagaimama el
diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 091/0/2000;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/0/2000 tentang Organisasi dan Tata K ja
Departemen Pendidikan Nasional.




Memperhatikan

Perscinjuan Menteri - Negarn Pendayagunaan - Aparatr - Negara '{IL‘nsg;:xlx surat N
R2/M . PAN/LI2000 Tanggal 6 Nopember 2000.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPURLIK INBONESTA TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SERKQLAH TAHUN PELAIARAMN 199972000
Pasal |
(1) Membuka Taman Kanak-kanak (TR), Sckolah Luar Biasa (SLB), Sckolah Lanjuwan Tingkat Pertwma (SL7150
Sekalah Menengah Umum (SMU), dan Sckolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
(2)  Menegerikan beberapa Sckolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sckolah Menengaiy Umim (SMU) Swista.
() Numa dan lokasi sekolah sehagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalim Lampiran T Keputusan
ini.
Pasal 2
(1) Kedudukan, ugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja TKL SLB, SLTP. SMU.L dan SMIK Negerd
schagaimana dimaksud dakam Pasal 1, masing-masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan daa
Kebudayaan .
a. . Nomor 0296/0/1978,
b, Nomar 0295/0/1978;
c.©  Nomuor 034/0/1997;
d. Nomor 035/0/1997;.
€. Nomor 036/0/1997.
()

Bagan organisasi sekolah sebugaimana dimaksud dalam ayat (1) ercanum dakam Lampivan 1 epuivsan in.
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Menugaskan Kepala Kanwre Wilayah Departemen Pendidikan Nasional di Propinsi untuk mehiksinakan pembulkas aan
pencgerian sekolaly sehagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang herada di wilayihnya maging-masing

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini Im_'r masing-masing PH)D[H\I dibehinkian padi mata anggarin sebiimin lercait m
dalam kolom 7 Lompivan | Keputusan ini,

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah
Taman Kanak-kanak

Sekolah Luar Biasa
Sckolah Lanjuwan Tingkat Pertama
Sekolah Menengah Umum
Sckolah Menengah Kejuruan
y.mu rersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

MA'@JI-J-—

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

]

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

Pigal 3
Pasal 4

Pasal 5
(TK) Negeri 235 buah;
(SLD). Neper . . 38 buah;
(SLLTP) Neperi 10.743 buah;
(SMU) Negeri

2907 buiht | =
(SMK) Negeri 794 buah;

Pasal 6

Ditetapkain di Jakarta
pada tanggal 17 Nopember 2000

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

st

YANYA A, MUHAIMIN
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Salinan Kepatusan ini disampailin Kepadi:

I,

e 12
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Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,

Sekretaris Jenderal, Diveldwr Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penclition dan Pengembangan
Pendidikan dan Kebodayaan, dalam lingkougan Depariemen Pendidikan Nasional,

Sekretaris Divektorat Jenderal, Seloretaris nspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penclitian dan Pengembangan
Pendidikan dan Keboudayaan dalam lingkungan Dephetemen Pendidikan Nasional, *

Sanua Kepala Biro, Dircktur, Kepala Pusat dan Divéktur Utama I (Persero) Balai Pustaka dalam Tingkungin
Departemen Pendidikan Nasional,

Kepala Badan Kepegawainn Negara,

Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional di Propinsi,

Gubernur Kepala Dacral Tingkat 1 setempat,

Direktur Jenderal Anggaran Departemen Kevangan, y

Ketua Dadan Pemeriksa Keuangan,

Direktur Perbendabharaan dan Belanja Negara,

Kepala Kantor Pechendaharaan dan Kas Negara setonpat,

IKomisl VI DPR-IU,

Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sehagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Biro Hukum dan Mubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
S Derntuean Perundang-undaigan,
S Y
Muglikh, S.11.
NP 131479478
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. SLTP Negeri 2

Ngoro .

. SLTP Negeri 3

Sooko
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. SLTP Negeri 3
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: SMU:Negeri 1.

Merganti
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Kabupalen Mojokerto
Kabupaten Ponorogo
Kabupalen Pasuruan

Kabupaten Tuban

I Kabupalen Gresik

11.4/2.4261.28,0:1.05.5"

11,1,2.4251,29.01 05,5

" 11.1.2.4251,22.01.05.5"
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CAT,2. 4250 PRin05.5,
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MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
i td.
Salinan sesuai dengan aslinya, YAHYA A, MUHAIMIN
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan Nasional, s

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang - uhdangan,

"]

Muslikh, S.H.
NIP 131479478
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